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ABSTRAK 

 

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN 

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA 

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

AMELIA MUDIA PUTRI 

 

Sektor Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Para pelaku usaha diwajibkan untuk 

mematuhi regulasi dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun 

faktanya masih banyak terdapat penyelenggaraan kegiatan usaha yang tidak 

memilki izin dan beroperasional tidak sesuai dengan izin. Maka perlu 

pengawasan pemerintah daerah terhadap perizinan usaha sektor pariwisata di 

Kota Bandar Lampung. Penelitian ini membahas mengenai (1)Bagaimana 

prosedur penerbitan perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar 

Lampung (2)Bagaimana pengawasan perizinan berusaha sektor pariwisata di 

Kota Bandar Lampung (3)Implikasi hukum dari hasil pengawasan terhadap 

perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan studi pustaka dan 

studi lapangan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Prosedur penerbitan perizinan 

menggunakan website OSS-RBA yang dimulai dengan permohonan, 

verifikasi sampai izin diterbitkan namun masih terdapat kekurangan dalam 

penggunaannya yang membuat pelaku usaha sulit mengidentifikasi 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). (2)Pengawasan 

terhadap pelanggaran izin usaha khususnya usaha restoran dan hotel sudah 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pengawasan 

Rutin dan Pengawasan Insidental. (3) Implikasi hukum tindak lanjut hasil 

pengawasan yaitu : a. Kepada pelaku usaha yang belum mempunyai izin 

diberikan teguran secara lisan b. Kepada kegiatan usaha yang sudah memiliki 

izin dan yang melanggar peraturan diberikan rekomendasi berupa 

pembinaan, perbaikan dan pengehentian sementara kegiatan usaha. 

Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Perizinan, Sektor Pariwisata 



 

ABSTRACT 

 

REGIONAL GOVERNMENT SUPERVISION IN THE IMPLEMENTATION OF 

BUSINESS LICENSING IN THE TOURISM SECTOR 

IN BANDAR LAMPUNG CITY 

By 

AMELIA MUDIA PUTRI 

 

The Tourism Sector is a discretionary government matter as regulated in Article 12, 

paragraph (3), letter b of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Business 

actors are required to comply with regulations by obtaining a Business Identification 

Number (NIB), but in reality, many business activities still operate without the 

necessary permits and do not comply with the issued permits. Therefore, it is essential 

for local government supervision of tourism business permits in Bandar Lampung City. 

This study discusses: (1) The procedure for issuing tourism business permits in Bandar 

Lampung City, (2) The supervision of tourism business permits in Bandar Lampung 

City, (3) The legal implications of the results of supervision of tourism business permits 

in Bandar Lampung City. 

 

This research applies a normative juridical and empirical juridical approach. Data 

collection procedures in this study involve library research and field studies, while the 

data analysis method used is descriptive qualitative analysis. 

The research findings show that: (1) The procedure for issuing permits uses the OSS- 

RBA website, starting with the application, verification, and permit issuance. However, 

there are still shortcomings in its use, making it difficult for business actors to identify 

the Indonesian Business Classification (KBLI). (2) Supervision of business permit 

violations, particularly in restaurants and hotels, has been carried out based on 

regulations, namely Routine Supervision and Incidental Supervision. (3) The legal 

implications of follow-up actions based on the results of supervision are: a. Business 

actors who do not have permits are given a verbal warning, b. For businesses that 

already have permits but violate regulations, recommendations are given in the form of 

guidance, improvements, and temporary cessation of business activities. 

 

Keywords: Supervision, Local Government, Permits, Tourism Sector 



 

 

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN 

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA 

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

AMELIA MUDIA PUTRI 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

Sebagai SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Administrasi 

Negara Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2025 



Judul Skripsi : PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH 

DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN 

BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA DI 

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Nama Mahasiswa : Amelia Mudia Putri 

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011106 

Bagian : Hukum Administrasi Negara 

Fakultas : Hukum 

 

 

 

MENYETUJUI 

Komisi Pembimbing 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. Fathoni, S.H., M.H. 

NIP 196309161987031005 NIP 198208262014041001 

 

 

 

 

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara 

 

 

 

 

 

Eka Deviani, S.H., M.H. 

NIP. 197310202005012002 



 

 

 

MENGESAHKAN 

 

 

1. Tim Penguji 

 

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum. ………… 

 

 

 

 

Sekertaris/Anggota : Fathoni, S.H., M.H. ………… 

 

 

 

 

 

Penguji Utama : Marlia Eka Putri AT., S.H.,M.H. ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dekan Fakultas Hukum 

 

 

 

 

 

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. 

NIP.196412181988031002 



 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Amelia Mudia Putri 

Nomor Pokok Mahasiswa  2152011106 

Bagian : Hukum Administrasi Negara 

Fakultas : Hukum 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pengawasan Pemerintah 

Daerah dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota 

Bandar Lampung” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai 

dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut 

Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas 

Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. 

 

 

Bandar Lampung, Januari 2025 

 

 

 

 

 

Amelia Mudia Putri 

NPM 2152011106 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis bernama lengkap Amelia Mudia Putri, dilahirkan di 

Bandar Lampung, pada 03 September 2003, yang merupakan 

anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak 

Muntahar S.E., M.M., dan Ibu Rosdiana, S.Sos., M.M. 

 

 

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 

2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2018 

dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2021. Pada 

tahun yang sama penulis diterima dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri Wilayah Barat (SMM PTN-Barat). 

Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara dan Penulis 

tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas (UKM-F Persikusi) sebagai 

anggota pada periode 2021/2022 dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi 

Negara (HIMA HAN) sebagai anggota pada periode 2024/2025. Penulis juga 

pernah mengikuti Program Penelitian/Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM) bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2023 

dan Program Pertukaran Mahasiswa Medeka Batch 4 yang diadakan oleh 

Kemendikbudristek di Perguruan Tinggi Universitas Padjajaran pada Bulan 

Februari-Juli tahun 2024. Pada Bulan Januari-Februari tahun 2024 Penulis 

mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa 

Pematang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. 



 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengatahui” 

(Q.S. Al-Baqarah: 216) 

 

 

“Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah sebaik-baik pelindung” 

(Q.S. Al-Imran: 173) 

 

 

 

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti kamu berbuat baik 

pada dirimu sendiri” 
(Q.S. Al-Isra’ : 7) 



 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Puji Syukur kepada ALLAH SWT atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya 

yang telah memberikan kesehatan, kesabaran dan nikmat serta kemudahan yang 

diberikan. Salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala 

kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: 

 

 

Ayahku Tercinta Muntahar, S.E., M.M. 

Mamaku Tercinta Rosdiana, S.Sos., M.M. 

Terimakasih kepada Ayah dan Mama yang telah merawat, membesarkan dan 

memberikan segala dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta 

pengorbanan untuk menuju kesuksesan putrinya hingga saat ini. Semoga kelak bisa 

menjadi anak yang sukses dunia akhirat serta dapat membanggakan kalian. 

 

 

Kakakku Tersayang Nadhila Mudia Putri S.Ip. Terimakasih telah 

memberikan semangat, canda tawa dan dukungan kepada saya agar 

selalu mengusahakan yang terbaik. 

 

 

Almamater Tercinta Universitas Lampung 



 

 

 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillahirabbil`alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya semata, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam 

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota Bandar Lampung” 

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, 

bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan 

kali ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas 

kebaikan yang sangat luar biasa dengan meluangkan waktu di sela-sela 

kesibukan untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran kepada Penulis 

selama proses penyelesaian skripsi ; 

2. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar 

memberikan bimibingan dan saran serta memberi semangat dalam 

penyelesaian skripsi ini; 

3. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum 

Administrasi Negara, sekaligus sebagai Pembahas I dan Penguji Utama yang 

telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan saran dalam Penelitian 

skripsi ini agar menjadi lebih baik; 

4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan 

motivasi dan saran dalam Penelitian skripsi ini; 

5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 



6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi 

Negara yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta 

semangat dalam Penelitian skripsi ini; 

7. Ibu Ria Wierma, S.H.,M.Hum., Ph.D selaku Pembimbing Akademik yang 

telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di 

perkuliahan; 

8. Staff Bagian Hukum Administrasi Negara, Mba Dewi dan Mba Putri yang 

selama ini telah membantu Peneliti untuk melakukan pemberkasan seminar 

hingga ujian; 

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya 

kepada Penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

10. Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang telah diberikan 

selama proses penyelesain penelitian. 

11. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. yang telah memberikan dukungan, 

saran, dan kemudahan dalam proses Program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM) yang pernah penulis ikuti. 

12. Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. dan Ibu Malicia Evendia, S.H., 

M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan 

penelitian/riset jurnal program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). 

13. Ibu Erli Sarlita, S.KG., M.Sc., Ph.D sebagai Koordinator Perguruan Tinggi 

Universitas Padjajaran dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 

(PMM) yang selalu memberikan arahan, bantuan, semangat dan melindungi 

selama program berlangsung. 

14. Ibu Ken Ratu Gharizah Alhuur, S.Pt., M.Si sebagai Dosen Modul Nusantara 

dalam Program Pertukaran Mahasiswa yang telah memberikan semangat dan 

arahan selama program berlangsung. 

15. Segenap  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran  yang  telah 



memberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan dengan waktu yang 

cukup singkat dan memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaa.. 

16. Orang Tua tercinta Ayah, Mamah yang telah memberikan kasih dan sayang, 

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Sosok Orang tua yang membuat 

penulis pantang menyerah dan yang selalu mendo’akan serta memberikan 

dukungan secara finansial maupun moral. Skripsi ini merupakan persembahan 

untuk kalian dari princess kecilmu yang saat ini sudah tumbuh dewasa menjadi 

gadis yang cantik dan sedikit manja. I Love You So Much Ayah dan Mama. 

17. Kakakku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan berusaha 

memberikan usaha yang terbaik untuk memenuhi keinginan penulis. 

18. Kekasihku M. Ichsan Sabri yang telah mendengarkan keluh kesah dan 

memberikan nasihat serta mendukung saya hingga saat ini. 

19. Sahabatku Hanifah Sasabela dan Rachel Zeasahara Azzarine yang telah 

menemani dalam kondisi suka dan duka dan memberikan semangat yang tak 

pernah henti. Semoga kalian sukses dan menjadi Independent Woman. 

20. Sahabatku Raissa Apsari dan Rizka Batriani yang telah memberikan bantuan, 

dukungan dan semangat selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi. 

Semoga kalian sukses dan memiliki pasangan yang kalian inginkan. 

21. Sahabatku Fakitha Al Darda yang telah memberikan dukungan, saran dan 

motivasi. 

22. Sahabatku Mutiara Amalia yang telah memberi saran, motivasi dan dukungan. 

23. Sahabatku Khansa Adzkiya Putri Miranda yang telah memberikan keceriaan, 

mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat selama di Bandung. 

24. Sepupuku Atu Hani, Vira, Koi yang telah memberikan dukungan dan motivasi 

kepada penulis. 

25. Temanku Aulia dan Reyka yang membi motivasi dan saran serta menemani 

selama di Bandung. 

26. Teman-Teman L38 Bhavana dan kakak Salma yang telah memberikan 

keceriaan, pengalaman dan membersamai selama di Universitas Padjajaran. 



27. Teman-Teman prenque hanamoy yang telah memberikan pengalaman dan 

dukungan di akhir perkuliahan. 

28. Teman seperjuangan KKN Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Lampung 

Selatan, terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang 

luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari 

kesedihan maupun kebahagiaan, Penulis berharap kebahagiaan dan 

kesuksesan adalah masa depan kita semua; 

29. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung Angkatan 2021 “Viva Justicia”. 

30. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, 

dan doa yang telah diberikan; 

31. Last but not least, I want to thank myself. I want to thank myself for believing 

in me. I want thank me for doing all this hard work. Iwanna thank for never 

quitting 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang 

telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga 

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Bandar Lampung, Januari 2025 

Pembuat Pernyataan 

 

 

 

 

Amelia Mudia Putri 

2152011106 



 

 

 

 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK ............................................................................................................. ii 

ABSTRACT ......................................................................................................... iii 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... iv 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... v 

MOTTO ................................................................................................................ vi 

PERSEMBAHAN ............................................................................................... vii 

SANWACANA ................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI .........................................................................................................ix 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................. 6 

1.3 Ruang Lingkup .................................................................................................. 6 

1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................................... 6 

1.5 Manfaat Penelitian ............................................................................................. 6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemerintah Daerah ............................................................................................ 8 

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah ................................................................. 8 

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah ........................................................... 11 

2.2 Pengawasan ..................................................................................................... 14 

2.2.1 Pengertian Pengawasan .......................................................................... 14 

2.2.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan ................................................................... 14 

2.2.3 Fungsi Pengawasan. ................................................................................ 17 

2.3 Perizinan .......................................................................................................... 18 

2.3.1 Pengertian Perizinan ............................................................................... 18 

2.3.2 Perizinan Berusaha ................................................................................. 21 

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Perizinan .................................................................. 23 

2.3.4 Unsur-unsur Perizinan ............................................................................ 24 

2.4 Sektor Pariwisata ............................................................................................. 25 

2.4.1 Pengertian Sektor Pariwisata .................................................................. 25 

2.4.2 Bentuk-Bentuk Sektor Pariwisata .......................................................... 26 



BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian ................................................................................................ 28 

3.2 Sumber Data .................................................................................................... 28 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data ................................................. 30 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data ................................................................ 30 

3.3.2 Teknik Pengolahan Data ...................................................................... 31 

3.4 Analisis Data ................................................................................................... 31 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung. ..................................................... 32 

4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. ...................................................................................................... 36 

4.3 Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota 

Bandar Lampung ............................................................................................ 39 

4.4 Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota Bandar 

Lampung. ........................................................................................................ 60 

4.5 Implikasi Hukum dari Hasil Pengawasan terhadap Perizinan 

Berusaha Sektor Pariwisata di Kota Bandar Lampung .................................. 74 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan..................................................................................................... 82 

5.2 Saran ............................................................................................................... 83 

DAFTAR PUSTAKA  



 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 
4.1 Kondisi Demografi Kota Bandar Lampung 2024. ............................................. 34 

 

4.3 Klasifikasi Usaha Pariwisata ............................................................................. 43 

 

4.4 Hasil Analisis dan Pengawasan DPMPTSP Kota Bandar Lampung. ............... 72 



 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 
4.1 Peta Kota Bandar Lampung .............................................................................. 32 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR BAGAN 

 

 

 
4.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bandar Lampung ............................... 38 

4.3 Alur Proses Perizinan .................................................................................... 49 



 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesiai adalahi negarai yangi kayai akani keanekaragamani alami dani budayai 

yangi memberikani potensii besari bagii sektori pariwisata.i Pariwisatai menjadii salahi 

satui fokusi pemerintahi dalami pembangunani nasionali karenai dapati meningkatkani 

perekonomiani negara.i Aktivitasi pariwisatai didukungi olehi berbagaii fasilitasi dani 

layanani yangi disediakani olehi masyarakat,i pengusaha,i sertai pemerintahi daerah.i 

Pertumbuhani yangi pesati dalami sektori pariwisatai merupakani fenomenai globali yangi 

menariki perhatiani banyaki wisatawan,i baiki lokali maupuni internasional,i untuki 

mengunjungii berbagaii daerahi dii Indonesia. 

Sejalani dengani hali tersebut,i usahai sektori pariwisatai yangi mencakupi 

berbagaii jenisi layanani dani produki yangi ditawarkani untuki memenuhii kebutuhani 

wisatawani merupakani sebuahi bentuki potensii yangi besari untuki meningkatkani 

pendapatani daerah.i Berdasarkani Pasali 14i ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 6i Tahuni 

2023i tentangi Penetapani Peraturani Pemerintahi Penggantii Undang-Undangi Nomori 

2i Tahuni 2022i tentangi Ciptai Kerjai menjadii Undang-Undangi LN.2023/No.41,i TLNi 

No.6856i (selanjutnyai disebuti Undang-Undangi Ciptai Kerja),i usahai pariwisatai 

terdirii darii usahai penyediaani akomodasi,i makanani dani minuman,i jasai perjalanan,i 

jasai informasii pariwisata,i dani berbagaii jasai hiburani lainnya. 

Penyelenggaraani usahai dii sektori pariwisatai merupakani salahi satui 

komponeni pentingi dalami pembangunani ekonomii daerahi untuki meningkatkani 

investasii dani menciptakani lapangani kerjai dii Indonesia,i terutamai dii kota-kotai 

dengani potensii wisata.i Indonesiai memilikii 38i provinsii yangi terdirii darii pulaui 

Sumatera,i  Jawa,i  Kalimantan,i  Sulawesii  dani  Papua.i  Salahi  satui  provinsii  

yang 
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memilikii yangi memilikii sejumlahi obyeki wisatai yangi unik,i baiki wisatai alami 

maupuni budayai  adalahi Sumatra. 

Kotai Bandari Lampungi merupakani gerbangi utamai Pulaui Sumatrai yangi 

menghubungkani kei daerahi Sumatrai lainnyai sertai memlikii banyaki destinasii wisatai 

alami maupuni noni alami yangi indah.i Padai tanggali 15i Aprili 2024i tercatati bahwai 

terdapati kenaikani jumlahi wisatawani yangi memasukii wilayahi Kotai Bandari 

Lampungi yaitui sebanyaki 30i perseni darii beberapai bulani sebelumnyai dengani jumlahi 

56.024,i hali inii terjadii karenai peningkatani potensii sektori pariwisatai dengani adanyai 

kunjungani wisatawani yangi menginapi dii hotel-hoteli dani berwisatai kulineri yangi adai 

dii Kotai Bandari Lampung.1 

Peningkatani usahai sektori pariwisatai menjadikani pariwisatai sebagaii 

kebutuhani dasari dani bagiani darii haki asasii manusiai yangi harusi dihormatii serta.i Olehi 

karenai itu,i dalami melaksanakani suatui kegiatani usahai diwajibkani parai pelakui usahai 

untuki mematuhii regulasii dani persyaratani hukumi sepertii memilikii Nomori Induki 

Berusahai (yangi selanjutnyai disingkati NIB)i merupakani salahi satui syarati perizinani 

padai sektori pariwisatai sebagaimanai dapati dilakukani prosesnyai secarai mandirii olehi 

pelakui usahai melaluii  websitei Onlinei Singlei Submissioni Riski Basedi Approachi 

(OSS-RBA). 

Perizinani adalahi salahi satui carai untuki melaksanakani fungsii pengaturani dani 

pengawasani pemerintahi terhadapi kegiatani masyarakat.i  Perizinani sektori pariwisatai 

memilikii fungsii sebagaii bentuki pelaksanaani pengaturani dani pengendaliani olehi 

pemerintahi dani pemerintahi daerahi terhadapi kegiatani masyarakati yangi sesuaii 

dengani ketentuani hukum,i sertai hadiri sebagaii bentuki upayai mitigasii dalami keadaani 

bahayai dani memberikani perlindungani hukumi terhadapi obyeki pariwisata.i Dengani 

katai lain,i adanyai Perizinani Berusahai akani memberikani legalitasi dalami suatui usahai 

dani dalami sektori pariwisatai  akani menghasilkani ekosistemi pariwisatai yangi aman,i 

nyaman,i menarik,i tertatai dani kondusifi yangi akani memberikani sumbangsihi 

kesejahteraani dani kemakmurani daerahi sertai masyarakati sekitari lokasii pariwisata. 

Perizinani berusahai termasuki kei dalami urusani pemerintahi konkureni yangi 

pembagiani  kewenangannyai  antarai  pemerintahi  pusati  dani  pemerintahi  

daerah 

 

1https://news.republika.co.id/berita/sce5f2425/kunjungan-wisatawan-ke-bandar-lampungnaii ki 

diaksesi padai tanggali 20i Agustusi 2024. 
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berdasarkani asasi desentralisasi.i Pascai berlakunyai Undang-Undangi Ciptai Kerja,i 

munculi perubahani paradigmai yangi mengarahi padai konsepi desentralisasii yangi 

diserahkani kembalii kepadai sentralisasii sebagaimanai kewenangani daerahi otonomi 

ditariki kembalii dani harusi sesuaii dengani penataani normai yangi dibuati pemerintahi 

pusat.2i Konsepi inii dapati ditemukani dalami kewenangannyai dalami penerbitani 

perizinani berusahai sektori pariwisata,i pemerintahi daerahi harusi mengikutii norma,i 

standar,i kriteria,i dani proseduri (NSPK)i darii pemerintahi pusat. 

Pemerintahi saati inii mengkasifikasikani suatui perizinani berusahai melaluii 

tingkat-tingkatani berdasarkani risikoi sesuaii dengani bidangi usahai Klasifikasii Bakui 

Lapangani Usahai Indonesiai (KBLI)i gunai mengklasifikasikani aktivitasi ekonomii dii 

Indonesiai yangi menghasilkani barangi dan/ataui jasai berdasarkani jenisi usaha.i Padai 

Peraturani Pemerintahi Nomori 5i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraani Perizinani 

Berusahai Berbasisi Risikoi LN.2021/No.15,i TLNi No.6617i menyebutkani tingkatani 

risikoi tersebuti terbagii menjadii 3i katagorii risiko,i yaitu:i rendah,i menengah,i dani 

tinggi.i Penetapani tingkati risikoi diperolehi berdasarkani penilaiani tingkati bahayai dani 

potensii terjadinyai bahayai gunai menciptakani lingkungani pariwisatai yangi aman,i 

berkualitas,i dani berkelanjutan. 

Pelaksanaani perizinani terhadapi suatui usahai harusi dilaksanakani dengani 

pengawasani yangi efektifi untuki memastikani kepatuhani terhadapi regulasii terutamai 

dalami pengelolaani sektori pariwisata.i Pengawasani ditujukani agari pelaksanaani suatui 

kegiatani sesuaii dengani peraturani yangi telahi ditetapkani dani untuki mencegahi 

terjadinyai pelanggarani sekaligusi untuki menghentikani lebihi dinii adanyai 

pelanggarani agari terhindari darii akibati yangi lebihi buruk.i Konsepi perizinani 

mengenali risikoi trusti buti verifiedi yangi memilikii maknai memberikani kepercayaani 

sepenuhnyai kepadai pelakui usahai untuki melakukani usaha,i diterapkannyai konsepi inii 

pemerintahi tetapi harusi melakukani pengawasani terhadapi pelakui usaha.3 

Sistemi pengawasani yangi efisieni merupakani alati terbaiki untuki memastikani 

kelancarani dalami Administrasii Negara,i terutamai dalami hali pengawasani preventif. 

 

2Teguhi Prasetioi dani Maharanii Nurdin,i “Kewenangani Konkureni Pemerintahi Daerahi Dalami 

Perizinani Industrii Berdasarkani Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni 2020i tentangi Ciptai Kerja”,i Jurnali 

Kerthai Semaya,i Vol.i 9i (2)i 2021,i hlm.i 323. 
3Bonifaciusi Herlambang,i “Perizinani Berusahai Berbasisi Risikoi Padai Sektori Perindustriani 

Pascai Terbitnyai Undang-Undangi Ciptai Kerja”,i Unnesi Lawi Review,i Vol.6i (3)i 2024,i hlm.i 5. 
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Pengawasani represifi dapati dilakukani secarai efektifi jikai dilakukani secarai 

menyeluruhi dani cukupi intensif,i laporani yangi dihasilkani bersifati objektifi dani 

analitisi sertai laporani tersebuti disampaikani dengani cepat.i Selaini itu,i Prajudii 

Atmosudirdjoi menyatakani bahwai pengawasani adalahi serangkaiani kegiatani yangi 

membandingkani pelaksanaani yangi dilakukani dengani apai yangi diharapkan,i 

direncanakan,i ataui diperintahkan.4 

Pengawasani dalami pelaksanaani perizinani usahai dii Bandari Lampungi 

bertujuani untuki memastikani kepatuhani terhadapi peraturani yangi berlaku,i 

melindungii konsumen,i dani menjagai kualitasi lingkungan.i Makai perlui adanyai perani 

pemerintahi daerahi dalami pengawasani perizinani usahai sektori pariwisatai dii Kotai 

Bandari Lampungi gunai mewujudkani visii pembangunani daerahi yangi dapati 

menopangi masyarakati lampungi majui dani sejahterai dani berkelanjutani melaluii 

sektori pariwisata. 

Kewenangani pemerintahi daerahi dalami melaksanakani pengawasani 

perizinani berusahai diaturi dalami Peraturani Pemerintahi Nomori 6i tentangi 

Penyelenggaraani Perizinani Berusahai dii Daerahi LN.2021/No.16,i TLNi No.6618i 

yangi menyatakani bahwai pengawasani dilakukani olehi pemerintahi daerahi 

Kabupaten/Kotai dani mendelegasikannyai kepadai Dinasi Penanamani Modali dani 

Pelayanani Terpadui Satui Pintui (DPMPTSP)i dengani organisasii perangkati daerahi 

(OPD)i terkait.i Pengawasani dalami pelaksanaani perizinani usahai dii Bandari Lampungi 

dilakukani untuki mewujudkani visii pembangunani daerahi yangi dapati menopangi 

masyarakati lampungi majui dani sejahtarai dani berkelanjutani melaluii sektori 

pariwisata. 

Restorani dani Hoteli merupakani bagiani darii sektori pariwisatai dii Kotai Bandari 

Lampungi yangi berkembangi pesat.i Restorani dengani kodei KBLIi 56101,i yaknii jenisi 

usahai jasai yangi menyajikani makanani dani minumani untuki dikonsumsii dii tempati 

usahanya,i bertempati dii sebagiani ataui seluruhi bangunani permanen,i dilengkapii 

dengani jasai pelayanani meliputii memasaki dani menyajikani sesuaii pesanan.i Adapuni 

Hoteli  dengani  kodei  KBLIi  55199,i  yaknii  usahai  penyediaani  jasai  

pelayanan 

 

 

4F.i Andriawan,i M.i Akib,i dani A.i Triono,i “Pengendaliani Kerusakani Lingkungani Akibati 

Aktivitasi Pertambangani dii Kecamatani Pasiri Sakti”,i Jurnali Ilmiahi Hukumi dani Haki Asasii Manusia,i 

Voli 1(1),i  2021.i hlmi 9. 
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penginapani sepertii usahai penyediaani akomodasii jangkai pendeki lainnyai sepertii 

motel,i pondoki tamui (guesthouse),i bungalo,i cottagei dani lain-lain. 

Berdasarkani datai Badani Pusati Statistika,i Kotai Bandari Lampungi Dalami 

Angkai 2024,i padai Tahuni 2023,i Kotai Bandari Lampungi terdapati 1.162i restorani dani 

175i hoteli yangi berkontribusii signifikani dalami menariki wisatawani lokali maupuni 

mancanegara,i akani tetapii dalami angkai tersebuti tidaki dapati dipastikani bahwai 

restorani dani hoteli tersebuti memilikii NIB.i Dengani meningkatnyai usahai kafei dii Kotai 

Bandari Lampungi memilikii dampaki negatifi yangi kemungkinani terjadinyai 

pelanggaran,i sepertii pelanggarani izini usaha,i penyelenggaraani yangi tidaki sesuaii 

dengani ketentuani izin,i hinggai adanyai usahai tanpai izin.5i Kondisii inii dapati 

menyebabkani ketidaktertibani masyarakati dani dapati mengurangii pendapatani 

daerah,i yangi padai gilirannyai dapati mempengaruhii kesejahteraani masyarakat. 

Dii Kotai Bandari Lampungi masihi terdapati restorani dani hoteli yangi belumi 

memilikii NIBi dani tidaki memenuhii kewajibannyai sesuaii dengani peraturani 

perundang-undangan,i sepertii dalami hali penggunaani bangunani tidaki sesuaii dengani 

peruntukani awalnyai ataui penggunaanyai yangi melanggari darii ketentuani perundang-i 

undangan.i Sepertii contohi yangi terjadii dii Xoi Stari Cafei yangi mendirikani bangunani 

tidaki sesuaii dengani izini mendirikani bangunani dani Nomori Induki Berusahai (NIB),i 

dalami permohonani nomori induki berusahai yangi diajukani olehi pelakui usaha,i 

persyaratani administrasii dani persyaratani teknisi yangi dipenuhii adalahi untuki 

restorani dani kafe,i akani tetapii padai pelaksanaani kegiatani usahai tersebuti tidaki sesuaii 

dengani peruntukani awalnyai karenai beroperasionali layaknyai diskotik.6i Terdapati 

jugai Veni,i Vidii Vicii ataui V3i cafei dani restoi yangi beroperasii tidaki sesuaii dengani izini 

dani menjuali minumani kerasi dengani tipei Bi dani Ci kadari alkoholi kurangi lebihi diatasi 

40i persen.7i  Samai halnyai dengani Hoteli Guesti Housei Palapai yangi tidaki berizini 

namuni sudahi beroperasional.i Hali inii dikarenakani izini yangi terbiti ialahi izini tempat 

 

 

 

 

5Badani  Pusati  Statistikai  Kotai  Bandari  Lampung,i (2024)i  “Bandari  Lampungi  Dalami  

Angkai 2024”.i hlm.292-293. 
6https://tintainformasi.com/2023/06/terungkap-xo-star-coffee-cuma-kantongi-izin-cafe-and- 

%20resto-bukan-izin-diskotiki diaksesi padai tanggali 21i Agustusi 2024. 
7https://sinarlampung.co/2023/02/20/beroperasi-tidak-sesuai-izin-dpmptsp-panggil-v3-cafe- 

resto-berikan-teguran-lisan/i diaksesi padai tanggali 21i Agustusi 2024. 
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yangi sebelumnyai dijalankani yaknii refleksii (pijat)i dani pihaki hoteli belumi mengurusi 

izini peralihani usaha.8 

Berdasarkani latari belakang,i pentingi untuki ditelitii dani dikajii tentangi 

“Pengawasani Pemerintahi Daerahi Dalami Pelaksanaani Perizinani Berusahai 

Sektori Pariwisatai dii Kotai Bandari Lampung”. 

1.2 Rumusani Masalah 

Berdasarkani permasalahani darii latari belakangi dii atas,i makai rumusani 

masalahi yangi akani ditelitii adalahi sebagaii berikut: 

1. Bagaimanai proseduri penerbitani perizinani sektori pariwisatai dii Kotai Bandari 

Lampung? 

2. Bagaimanai  pengawasani  pemerintahi  daerahi  dalami  pelaksanaani  

perizinani berusahai sektori pariwisatai dii Kotai Bandari Lampung? 

3. Bagaimanai  implikasii  hukumi  darii  hasili  pengawasani  terhadapi  

perizinani berusahai sektori pariwisatai dii Kotai Bandari Lampung? 

1.3 Ruangi Lingkup 

Ruangi lingkupi bidangi ilmui dalami penelitiani inii adalahi hukumi administrasii 

negarai khususnyai hukumi perizinan,i sedangkani ruangi lingkupi objeki kajiani 

penelitiani inii adalahi pelaksanaani perizinani berusahai sektori pariwisatai bidangi 

restorani dani hoteli dii Kotai Bandari Lampung. 

 

1.4 Tujuani Penelitian 

Sesuaii  dengani  permasalahani  yangi  dirumuskani  dii  atas,i  makai  tujuani  

darii penelitiani inii adalah: 

1. Untuki mengetahuii proseduri penerbitani perizinani sektori pariwisatai dii Kotai 

Bandari Lampung. 

2. Untuki  mengetahuii  pengawasani  pemerintahi  daerahi  dalami  

pelaksanaani perizinani berusahai sektori pariwisatai dii Kotai Bandari Lampung. 

3. Untuki mengetahuii implikasii hukumi darii hasili pengawasani terhadapi perizinani 

berusahai sektori pariwisatai dii Kotai Bandari Lampung. 

 

 

8https://www.biinar.com/pemerintahan/dulunya-tempat-pijat-guest-house-palapa-belummiliki- 

izin-peralihan/i miliki-izin-peralihan/i diaksesi padai tanggali 22i Agustusi 2024. 

http://www.biinar.com/pemerintahan/dulunya-tempat-pijat-guest-house-palapa-belummiliki-
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1.5 Manfaati Penelitian 

Melaluii penelitiani inii diharapkani dapati memberikani manfaati secarai 

teoritisi  dani  praktisi  yaitu: 

1. Secarai Teoritis,i hasili penelitiani inii diharapkani mampui memberikani kontribusii 

pemikiran,i informasii dani pengetahuani mengenaii fenomenai yangi terjadii 

dalami salahi satui ruangi lingkupi ilmui hukumi administrasii negara,i khususnyai 

padai penelitiani inii mengenaii pengawasani pemerintahi dalami pelaksanaani 

perizinani berusahai berbasisi risikoi sektori pariwisatai dii Kotai Bandari Lampung. 

2. Secarai Praktis,i penelitiani inii diharapkani menjadii masukani sertai informasii 

kepadai pemerintahi Kotai Bandari Lampungi dalami meningkatkani efektivitasi 

pengawasani perizinani berusahai sektori pariwisatai dani mengintegrasikannyai 

dengani perencanaani pariwisatai daerah. 



 

 

 

 

BABi IIi 

TINJAUANi PUSTAKA 

 
2.1 Pemerintahi Daerah 

2.1.1 Pengertiani Pemerintahi Daerah 

Dalami pelaksanaani pemerintahani dii Negarai Republiki Indonesia,i hubungani 

antarai Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi Daerahi tidaki dapati dipisahkan.i Hubungani 

inii harusi tetapi beradai dalami kerangkai Negarai Kesatuani Republiki Indonesia,i sesuaii 

dengani amanati Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai tahuni 1945.i 

Pemerintahani Daerahi merupakani pelaksanaani urusani pemerintahani olehi 

Pemerintahi Daerahi dani Dewani Perwakilani Rakyati Daerahi (DPRD)i berdasarkani 

asasi otonomii dani tugasi pembantuan,i dengani prinsipi otonomii yangi seluas-luasnyai 

dalami kerangkai sistemi dani prinsipi Negarai Kesatuani Republiki Indonesia.i Otonomii 

daerahi itui sendirii merupakani hak,i wewenang,i dani kewajibani yangi dimilikii olehi 

daerahi otonomi untuki mengaturi dani mengelolai secarai mandirii urusani pemerintahani 

sertai kepentingani masyarakati setempati dalami sistemi Negarai Kesatuani Republiki 

Indonesia. 

Berdasarkani Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi Pemerintahani 

Daerahi  LN.2014/No.i  244,i  TLNi  No.i  5587,i  LLi  SETNEG:i  212i  HLMi  

bahwa 

Pemerintahani daerahi terdirii darii kepalai daerahi dani DPRDi yangi dibantui olehi 

perangkati daerah.i Pemerintahani daerahi provinsii meliputii pemerintahi daerahi 

provinsii dani DPRDi provinsi,i sementarai pemerintahani daerahi kabupaten/kotai 

terdirii darii pemerintahi daerahi kabupaten/kotai dani DPRDi kabupaten/kota. 

Penyelenggaraani urusani pemerintahani olehi pemerintahi daerahi dilakukani 

dengani prinsipi otonomii daerah,i yangi berartii hak,i wewenang,i dani kewajibani 

daerahi otonomi untuki mengaturi sertai mengelolai urusani pemerintahani dani 

kepentingani masyarakati setempati sesuaii dengani peraturani perundang-undangani 

yangi  berlaku.i  Hali  inii  mengandungi  maknai  bahwai  urusani  pemerintahani  

yang 
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menjadii kewenangani pusati tidaki dapati dilaksanakani secarai maksimali olehi 

pemerintahi pusati demii kepentingani pelayanani publiki dani kesejahteraani 

masyarakati dii seluruhi daerah.i Dalami penyelenggaraani urusani pemerintahi daerah,i 

dilaksanakani dengani asas-asasi berikuti inii : 

1. Asasi Desentralisasi 

Desentralisasii padai dasarnyai munculi ketikai sentralisasii melaluii asasi 

dekonsentrasii tidaki dapati menjalankani tugasi pemerintahani dengani efektif,i 

yangi mengakibatkani kegagalani dalami menciptakani pemerintahani yangi 

demokratis.i Secarai etimologisi istilahi “desentralisasi”i berasali darii bahasai latin,i 

dei yangi berartii lepasi dani centrumi yangi berartii pusat.i Desentralisasii berartii 

melepaskani darii pusat.i Desentralisasii darii aspeki hukumi administrasii diartikani 

sebagaii penyerahani ataui pelimpahani urusani pemerintahan.9 

Pemerintahani yangi baiki harusi dapati mengakomodasii unsur-i unsuri 

lokali berdasarkani aspirasii masyarakati setempat.i Olehi karenai itu,i sebagiani 

urusani pemerintahani yangi merupakani wewenangi pemerintahi pusati perlui 

diserahkani kepadai organi negarai dii daerah,i yaitui pemerintahi daerah,i untuki 

dikelolai sebagaii urusani internalnya.i Prosesi ini,i dii manai sebagiani urusani 

pemerintahani diserahkani kepadai daerahi untuki dikelolai secarai mandiri,i dikenali 

sebagaii desentralisasi.10 

Terkaiti dengani urusani desentralisasi,i Bagiri Manani menjelaskani bahwai 

darii perspektifi penyelenggaraani pemerintahan,i desentralisasii bertujuani untuki 

mengurangii bebani kerjai pemerintahi pusat.i Dengani desentralisasi,i berbagaii 

tugasi dani tanggungi jawabi dipindahkani kei daerah,i sehinggai pemerintahi pusati 

dapati lebihi fokusi padai masalah-masalahi yangi berkaitani dengani kepentingani 

nasionali ataui negarai secarai keseluruhan.i Pemerintahi pusati tidaki perlui 

memilikii aparati dii daerahi kecualii untuki kebutuhani tertentu.i Makai inii tidaki 

berartii bahwai fungsii dekonsentrasii tidaki bolehi adai dalami kerangkai 

desentralisasi.11 

 

 

9Muhammadi  Akib.i  2019.i  Hukumi  Lingkungani  Perskpektifi  Otonomii  Daerah,i  

Yogyakarta:i Grahai Ilmu,i hlm.1 
10Titiki Triwulan.i  2010.i  Pengantari  Hukumi  Tatai  Usahai  Negarai  Indonesia,i  Jakarta:i  

Prestasii pustaka.i hlm.i 122. 
11Ibid,i hlm.i 122-123. 
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2. Asasi Dekonsentrasi 

Penyelenggaraani pemerintahani daerahi dii Indonesiai tidaki hanyai 

berlandaskani padai asasi desentralisasi,i tetapii jugai padai asasi dekonsentrasi.i Hali 

inii tercermini dalami Pasali 18i ayati (5)i Undang-Undangi Dasari Republiki 

Indonesiai 1945i yangi mengaturi bahwai pemerintahi daerahi memilikii otonomii 

seluas-luasnya,i kecualii untuki urusani yangi ditetapkani olehi undang-undangi 

sebagaii tanggungi jawabi pemerintahi pusat. 

Berdasarkani bunyii Pasali 1i ayati (9)i Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 

2014i tentangi Pemerintahani Daerahi menyebutkani bahwai dekonsentrasii adalahi 

pelimpahani sebagiani urusani pemerintahani yangi menjadii kewenangani 

pemerintahi pusati kepadai gubernuri sebagaii wakili pemerintahi pusat,i kepadai 

instansii vertikali dii wilayahi tertentu,i dan/ataui kepadai gubernuri dani bupati/walii 

kotai sebagaii penanggungi jawabi urusani pemerintahani umum. 

Dekonsentrasii adalahi salahi satui bentuki desentralisasi,i jadii setiapi 

dekonsentrasii pastii termasuki dalami kategorii desentralisasi,i namuni 

desentralisasii tidaki selalui berartii dekonsentrasi.i Menuruti Stoink,i dekonsentrasii 

adalahi pemberiani instruksii kepadai pejabati pemerintahi ataui lembagai yangi 

beradai dalami strukturi hierarkii suatui badani pemerintahi untuki melaksanakani 

tugas-tugasi tertentu,i dengani memberikani wewenangi untuki mengaturi dani 

membuati keputusani dalami beberapai hal,i meskipuni tanggungi jawabi akhiri tetapi 

beradai padai badani pemerintahi itui sendiri.12 

3. Tugasi Pembantuan 

Padai Undang-Undangi Pasali 1i ayati (11)i Undang-Undangi Nomori 23i 

Tahuni 2014i tentangi Pemerintahani Daerah,i tugasi pembantuani diartikani sebagaii 

penugasani darii pemerintahi pusati kepadai pemerintahi daerahi otonomi untuki 

menjalankani sebagiani urusani pemerintahani yangi merupakani kewenangani 

pemerintahi pusat,i ataui darii pemerintahi daerahi provinsii kepadai pemerintahi 

daerahi  kabupaten/kotai  untuki  melaksanakani  sebagiani  urusani  

pemerintahan 

 

12Lukmani Santoso.i 2015.i Hukumi Pemerintahani Daerah;i Menguraii Problematikai 

Pemekarani Daerahi Pascai Reformasii Dii Indonesia,i Yogyakarta:i Pustakai Pelajar,i hlm.56. 



11 
 

 

 

yangi menjadii kewenangani daerahi provinsi.i Dalami hali inii Urusani Pemerintahi 

yangi dapati ditugasbantukani adalahi penyelenggaraani pemerintahani yangi 

kewenangani yangi bersifati “Atributif”,i sedangkani untuki kewenangani yangi 

bersifati delegatifi tidaki dapati dipertugaspembantuankan.13 

Dengani demikiani pemerintahi dalami menyelenggarakani urusani 

pemerintahani yangi menjadii kewenangannyai dapati melimpahkani 

pelaksanaanyai kepadai derahi berdasarkani asasi dekonsentrasii dani dapati pulai 

menugaskani kepadai daerahi berdasarkani asasi tugasi pembantuan.i Sementarai 

untuki Daerahi Provinsii dani Kabupaten/Kotai dalami menyelenggarakani urusani 

pemerintahani yangi menjadii kewenangannyai selaini dilaksanakani sendirii 

berdasarkani asasi otonomi,i jugai dapati menugaskani kepadai Daerahi ataui Desai 

berdasarkani asasi tugasi pembantuan.14 

 

2.1.2 Kewenangani Pemerintahi Daerah 

 

Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi Pemerintahani Daerahi 

menyatakani bahwai pemerintahi daerahi terdirii darii Gubernur,i Bupati,i ataui Walikota,i 

sertai perangkati daerahi yangi berperani dalami penyelenggaraani pemerintahan.i 

Pemerintahani daerahi berfungsii sebagaii bagiani darii Negarai Kesatuani Republiki 

Indonesia.i Olehi karenai itu,i tugasi pemerintahi pusati jugai menjadii tanggungi jawabi 

pemerintahi daerah,i tetapii tidaki semuai urusani pemerintahani diserahkani kepadai 

daerah,i mengingati kondisii dani kapasitasi masing-masingi daerahi sertai kepentingani 

nasional.i Dalami praktiknya,i terdapati keseimbangani antarai pemerintahi dani 

masyarakati sebagaii pihaki yangi dipimpin.15 

Kewenangani selalui terkaiti dengani individu,i urusan,i dani pemberii 

kewenangan.i Sedangkani wewenangi itui sendirii adalahi haki yangi dimilikii olehi 

badan,i pejabat,i ataui penyelenggarai negarai lainnyai untuki membuati keputusani dani 

mengambili tindakani dalami pelaksanaani pemerintahan.i Dalami kewenangani 

tersebut,i terdapati berbagaii haki tertentui yangi terkandungi dii dalamnya. 

 

13H.i  Rahyuniri  Rauf.i  2018.i  Asasi  Penyelenggaraani  Pemerintahi  Daerah(i  

Dekonsentrasi,i Desentralisasi,i dani Tugasi Pembantunya).i Riau:i Zanafai Publishing,i hlm.i 162. 
14Muhammadi Akib.i Op.i Cit,i hlm.i 32. 
15Nurmayani.i 2009.i Hukumi Administrasii Daerah.i Bandari Lampung:i Universitasi Lampung.i 

hlm.i 3. 
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Berdasarkani Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi Pemerintahani 

Daerah,i kewenangani pemerintahi daerahi terbagii menjadii tigai kategori: 

1. Kewenangani Absolut 

Kewenangani yangi dimilikii olehi pemerintahi pusat,i mencakupi bidangi sepertii 

politiki luari negeri,i pertahanan,i keamanan,i peradilan,i moneter,i fiskali nasional,i 

dani agama.i Dalami pelaksanaannya,i pemerintahi pusati dapati melaksanakani 

kewenangani inii secarai langsungi ataui mendelegasikannyai kepadai instansii 

vertikali ataui gubernuri sebagaii wakili pemerintahi pusat,i berdasarkani prinsipi 

dekonsentrasi. 

2. Kewenangani konkuren 

Kewenangani yangi menjadii tanggungi jawabi pemerintahi kabupaten/kotai jikai 

lokasi,i penggunaan,i manfaat,i ataui dampaki negatifnyai terkaiti dengani daerahi 

tersebut,i sertai jikai pengelolaani sumberi dayai dapati lebihi efisieni dilakukani olehi 

pemerintahi daerah.i Kewenangani konkureni inii meliputi: 

a. Urusani Pemerintahani Wajib 

Urusani yangi berkaitani dengani pelayanani dasar,i sepertii pendidikan,i 

kesehatan,i pekerjaani umum,i penataani ruang,i perumahani rakyat,i 

ketentraman,i ketertibani umum,i perlindungani masyarakat,i dani 

sosial.Urusani yangi tidaki berkaitani dengani pelayanani dasar,i mencakupi 

tenagai kerja,i pemberdayaani perempuani dani perlindungani anak,i pangan,i 

pertanahan,i lingkungani hidup,i administrasii kependudukani dani pencatatani 

sipil,i pemberdayaani masyarakati dani desa,i pengendaliani penduduki dani 

keluargai berencana,i perhubungan,i komunikasii dani informatika,i koperasi,i 

usahai kecili dani menengah,i sertai penanamani modal. 

b. Urusani Pemerintahani Pilihan 

Urusani inii ditentukani berdasarkani potensi,i proyeksii penyerapani tenagai 

kerjai dani pemanfaatani lahan,i termasuki bidangi kelautani dani perikanan,i 

pariwisata,i pertanian,i kehutanan,i energii dani sumberi dayai mineral,i 

perdagangan,i perindustrian,i sertai transmigrasi. 

3. Kewenangani Umum 

Kewenangani inii merupakani tanggungi jawabi presideni sebagaii kepalai 

pemerintahan,i  namuni  dilaksanakani  olehi  gubernuri  dani  bupati/walii  kotai  

di 
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wilayahi  masing-masingi  dengani  bantuani  instansii  vertikali  dani  dibiayaii  

olehi Anggarani Pendapatani Belanjai Negarai (APBN). 

Urusani pemerintahani pilihani bukani berkaitani dengani pelayanani dasari 

artinyai urusani pemerintahani pilihani dii selenggarakani olehi semuai daerahi dani 

urusani pemerintahani pilihani yangi berkaitani memetakani potensi,i proyeksii 

penyerapani tenagai kerjai dani pemanfaatani lahani mencakupi bidangi pariwisata.i 

Dikaitkani dengani kasusi dalami perizinani berusahai sektori pariwisata,i makai 

pemerintahi daerahi Kotai Bandari Lampungi memilikii kewenangani untuki melakukani 

pengawasani dalami perizinani berusahai sektori pariwisatai yangi adai dii Kotai Bandari 

Lampung.i Kewenangani itui dapati dilaksanakani melaluii adanyai pelaksanaani 

kebijakani pemerintahi yangi dikeluarkani melaluii Peraturani Daerahi Kotai Bandari 

Lampungi . 

 

2.2 Pengawasan 

 

2.2.1 Pengertiani Pengawasan 

 

Dalami Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI),i istilahi “pengawasan”i 

berasali darii katai “awas”i yangi berartii dapati melihati dengani baik-baik,i tajami 

penglihatan.16
i pengawasani ataui controlingi merupakani suatai carai untuki memantaui 

parai aparati ataui organisasii dalami melaksanakani tugasi ataui kegiatannyai apakahi 

telahi sesuaii dengani yangi telahi dii rencanakani dalami mencapaii tujuani organisasii ataui 

dalami prosesi tersebuti mengalamii kendalai ataui hal-hali yangi dii luari perkiraan.17 

Pengawasani adalahi kegiatani krusiali untuki memastikani bahwai pekerjaani 

dani tugasi yangi diberikani kepadai pelaksanai dilaksanakani sesuaii dengani ketentuani 

yangi telahi ditetapkan.18
i Samai halnyai dengani yangi dikatakani MCi Ferlandi 

pengawasani  ialahi  suatui  prosesi  ketikai  pimpinani  ingini  mengetahuii  apakahi  

hasil 

 

 

 

 

16Badani Pusati Pengembangani dani Pembinaani Bahasa.i “Pengawasan.”i Kamusi Besari Bahasai 

Indonesia,i Balaii Pustaka. 
17Rahmawatii dani Rizkii Amalia.i 2020.i Pengawasani Pemerintahan,i Bandung:i Cendekiai 

Press,i hlmi 275. 
18Nurmayani,i Op.Cit,i hlm.8. 
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pelaksanaani pekerjaani yangi dilakukani olehi bawahannyai sesuaii dengani rencana,i 

perintah,i tujuani ataui kebijaksanaani yangi telahi ditentukan.19 

Pengawasani berdasarkani Pasali 1i ayati (10)i Peraturani Badani Koordinasii 

Penanamani Modali (selanjutnyai disebuti BKPM)i Nomori 4i Tahuni 2021i tentangi 

Pedomani dani Tatai Carai Pelayanani Perizinani Berusahai Berbasisi Risikoi dani Fasilitasi 

Penanamani Modali yaitui upayai untuki memastikani pelaksanaani kegiatani usahai 

sesuaii dengani standari pelaksanaani kegiatani usahai yangi dilakukani melaluii 

pendekatani berbasisi Risikoi dani kewajibani yangi harusi dipenuhii Pelakui Usaha. 

Pengawasani dalami konteksi hukumi merupakani evaluasii untuki menentukani 

apakahi tindakani pemerintahi sahi secarai hukumi dani memilikii dampaki hukumi yangi 

sesuai.i Darii berbagaii definisii pengawasan,i dapati disimpulkani bahwai pengawasani 

adalahi prosesi menilaii ataui mengukuri sejauhi manai seorangi pegawaii telahi 

melaksanakani tugasnyai secarai efektifi dani efisien,i dengani tujuani utamai untuki 

mengurangii kemungkinani terjadinyai penyimpangani dalami pelaksanaani pekerjaan. 

2.2.2 Bentuk-Bentuki Pengawasan 

 

Dalami hali pengawasan,i Siagiani mengklasifikasikani bentuk-bentuki 

pengawasani sebagaii berikut.20 

1. Pengawasani Langsungi dani Tidaki Langsung 

a. Pengawasani Langsungi adalahi observasii dani pemeriksaani secarai langsungi 

dii lokasii kegiatan.i Dalami pendekatani ini,i pengawasi secarai aktifi melakukani 

inspeksii dani mengumpulkani informasii langsungi darii pelaksana.i 

Pengawasani inii meliputii pemantauani langsungi terhadapi prosesi ataui 

kegiatani yangi sedangi berlangsung,i untuki memastikani bahwai standari dani 

proseduri yangi telahi ditetapkani dipatuhi.i Dengani carai ini,i pengawasani 

langsungi memberikani gambarani yangi lebihi akurati dani mendetaili mengenaii 

kinerjai pelaksanaani tugasi ataui proyek. 

 

 

19Soewarnoi Handayaningrat,i 2004.i Pengantari Studii Ilmui Administrasii Negara.i Bogor:i Ghaliai 

Indonesia.i hlm.i 74. 
20Sondangi Pi Siagian,i 2021.i Fungsi-Fungsii Manajerial.i ed.i Revisi.i cet.i I.i Jakarta:i Bumii Aksara.i 

hlm.i 134. 
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b. Pengawasani tidaki langsungi adalahi jenisi pengawasani yangi bergantungi 

padai analisisi laporani yangi diberikani olehi pelaksana,i baiki secarai lisani 

maupuni tertulis.i Dalami metodei ini,i pengawasi melakukani penilaiani 

berdasarkani informasii yangi diterimai tanpai melakukani observasii langsungi 

dii lokasi.i Selaini itu,i pengawasani tidaki langsungi jugai mencakupi evaluasii 

pandangani masyarakati dani faktor-faktori laini yangi dapati memengaruhii 

pelaksanaani kegiatan.i Meskipuni tidaki melibatkani kehadirani fisiki dii 

lapangan,i metodei inii memungkinkani evaluasii kinerjai secarai komprehensifi 

dani menyeluruhi berdasarkani datai dani informasii yangi telahi dikumpulkan. 

2. Pengawasani Preventifi dani Represif 

a. Pengawasani Preventif 

Secarai bahasa,i istilahi “preventif”i memilikii maknai yangi berkaitani 

dengani upayai mencegah.i Pengawasani preventifi bertujuani untuki mencegahi 

terjadinyai suatui peristiwai ataui masalahi dengani melakukani tindakani 

sebelumi suatui kegiatani ataui tindakani dilakukan.i Menuruti Sujamto,i 

pengawasani preventifi adalahi aktivitasi pengawasani yangi diterapkani 

sebelumi pelaksanaani kegiatani dimulai.21
i Pengawasani preventifi 

menggunakani beberapai mekanismei ataui alati untuki mencapaii tujuannya.i 

Beberapai alati yangi bisai diterapkani meliputi:22 

1) Penyuluhani merupakani upayai memberikani informasi,i edukasii dani 

pemahamani kepadai pihaki terkaiti tentangi norma,i kebijakan,i dani 

proseduri yangi harusi diikuti.i Tujuani darii penyuluhani adalahi untuki 

meningkatkani kesadarani dani pemahamani tentangi tindakani preventifi 

yangi dapati diambili gunai mencegahi potensii pelanggaran. 

2) Pemantauani merupakani instrumeni pentingi dalami pengawasani 

preventif.i Prosesi inii melibatkani pengawasani aktifi terhadapi 

pelaksanaani kegiatani ataui prosesi untuki memastikani bahwai semuanyai 

sesuaii  dengani  ketentuani  yangi  telahi  ditetapkan.i  Dengani  

pemantauan 

 

21Sujamto.i 1986.i Beberapai Pengertiani dii Bidangi Pengawasan.i Jakarta:i Ghaliai Indonesia.i hlm. 

65. 
22H.i  Dindini  Mi  Hardimani  “Asasi  Ultitumi  Remidiumi  Dalami  Penegakani  Hukumi Administrasi 

Perlindungani Dani Pengelolaani Lingkungani Hidup”,i Jurnali Ilmiahi Galuhi Justisi,i Vol.4i (2),i 2016,i 

hlm.i 68. 
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yangi teliti,i potensii pelanggarani dapati terdeteksii lebihi awal,i 

memungkinkani tindakani korektifi diambili sebelumi masalahi 

berkembangi lebihi jauh. 

3) Penggunaani Kewenangani Pengawasani merupakani bagiani darii 

instrumeni pengawasani preventif.i Hali inii melibatkani penerapani haki 

ataui wewenangi yangi dimilikii olehi pihaki tertentui untuki memastikani 

kepatuhani terhadapi aturani ataui kebijakan.i Penggunaani kewenangani inii 

secarai bijaksanai memungkinkani intervensii ataui penegakani hukumi 

dilakukani sejaki dinii untuki mencegahi pelanggaran. 

b. Pengawasani Represif 

Dalami hali pengawasan,i pendekatani represifi berartii kegiatani 

pengawasani yangi dilakukani setelahi suatui tindakani ataui kegiatani telahi 

selesai.i Fokusi utamai darii pengawasani represifi adalahi penerapani sanksii 

ataui tindakani korektifi setelahi terjadinyai pelanggarani ataui kesalahan.i 

Pengawasani represifi dapati mencakupi penundaani ataui pembatalan,i yangi 

dilakukani setelahi pelanggarani ataui kesalahani terjadii untuki memberikani 

waktui dani kesempatani untuki memperbaikii situasi. 

Pengawasani represifi hanyai efektifi jikai dilakukani secarai menyeluruhi 

dani cukupi intensif,i laporani yangi dihasilkani bersifati objektifi dani analitisi 

sertai laporani tersebuti disampaikani dengani cepat.23
i Dengani demikian,i 

pendekatani inii berfungsii sebagaii mekanismei penegakani hukumi dani 

sebagaii carai untuki memberikani konsekuensii terhadapi ketidakpatuhani 

terhadapi aturani ataui normai yangi berlaku. 

Berdasarkani Peraturani BKPMi Nomori 5i Tahuni 2021i tentangi Pedomani dani 

Tatai Carai Pengawasani Perizinani Berusahai Berbasisi Risikoi dani Fasilitasi 

Penanamani Modal,i pengawasani perizinani berusahai dilakukani secarai rutini dani 

dilakukani secarai rutini dani insidentaldental.i Pengawasani rutini dilakukani dilakukani 

melaluii laporani pelakui usahai dani inspeksii lapangan,i sedangkani pengawasani 

insidentali dilaksanakani apabilai adanyai pengaduani darii masyarakat. 

 

 

23Aditiai  Syaprillah,i  “Penegakani  Hukumi  Administrasii  Lingkungani  Melaluii  

Instrumeni Pengawasan”,i Binai Hukumi Lingkungan,i Voli 1(1)i 2016,i hlmi 107. 
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Berdasarkani Pasali 7i ayati (2)i Peraturani BKPMi Nomori 5i Tahuni 2021i tentangi 

Pedomani dani Tatai Carai Pengawasani Perizinani Berusahai Berbasisi Risikoi yangi 

berwenangi melaksanakani pengawasani perizinani usahai adalah: 

1. BKPMi  atasi  pelaksanaani  penerbitani  Perizinani  Berusahai  Berbasisi  

Risikoi  melaluii sistemi OSS-RBA; 

2. DPMPTSPi provinsii atasi pelaksanaani Perizinani Berusahai Berbasisi Risikoi yangi 

menjadii kewenangani Pemerintahi Daerahi Provinsi; 

3. DPMPTSPi  kabupaten/kotai  atasi  pelaksanaani  Perizinani  Berusahai  

Berbasisi Risikoi yangi menjadii kewenangani Pemerintahi Daerahi 

Kabupaten/Kota; 

4. Administratori KEKi atasi pelaksanaani Perizinani Berusahai Berbasisi Risikoi yangi 

berlokasii dii KEK;i dan 

5. Badani  pengusahaani  KPBPBi  atasi  pelaksanaani  Perizinani  Berusahai  

Berbasisi Risikoi yangi berlokasii dii KPBPB. 

Pengawasani inii biasai dilakukani olehi seorangi pemimpini yangi dapati 

membantui dalami melaksanakani efektifitasi darii perencanaani tersebut.i Sehinggai 

adapuni tujuani pengawasani yaitu:24 

1. Mencegahi  penyimpangani  darii  pencapaiani  tujuani  yangi  telahi  

ditetapkan,i sehinggai kinerjai berlangsungi sesuaii dengani proseduri yangi 

ditentukan; 

2. Mencegahi  dani  mengatasii  hambatani  sertai  kesulitani  yangi  mungkini  

munculi dalami pelaksanaani kegiatan;i dan 

3. Mencegahi  penyalahgunaani  sumberi  dayai  sertai  mencegahi  

penyalahgunaani kekuasaani dani jabatan. 

2.2.3 Fungsii Pengawasan 

 

Pengawasani memilikii perani pentingi dalami menentukani adanyai 

penyimpangani dalami suatui pekerjaan.i Pengawasani jugai berperani untuki mengambili 

tindakani perbaikani yangi diperlukani gunai memastikani bahwai semuai sumberi dayai 

perusahaani ataui pemerintahani telahi digunakani dengani efektifi dani efisieni untuki 

mencapaii tujuani penyelenggaraani pemerintahan.25 

 

24Rikoi Pambudii dkk,i “i Kebijakani Pelayanani Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili dalami 

Pelayanani Publiki dii Kotai Bandari Lampung”,i Jurnali Kritisi Hukum,i Voli 9i (6)i 2024,i hlm.i 165. 
25

i Ameliai Cahyadini.i 2003.i Hukumi Pengawasan.i Bandung:i PT.i Remajai Rosdakarya.i hlm.i 24. 
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Boharii menyatakani bahwai pengawasani padai dasarnyai berfungsii untuki 

memastikani bahwai rencanai yangi telahi dibuati dapati dijalankani sesuaii dengani 

harapan.26
i Pendapati yangi samai jugai dikemukakani olehi Simboloni yangi 

mengartikani bahwai fungsii pengawasani yaitu:27 

a. Menguatkani rasai tanggungi jawabi dani kesadarani pejabati yangi bertanggungi 

jawabi dalami menjalankani tugasi dani wewenangi mereka. 

b. Melakukani pelatihani kepadai parai pejabati untuki memastikani bahwai merekai 

menjalankani tugasi sesuaii dengani proseduri yangi telahi ditetapkan. 

c. Mencegahi terjadinyai penyimpangan,i penyelewengan,i kelalaiani dani kelemahani 

sehinggai dapati mencegahi kerugiani yangi tidaki diinginkan. 

d. Melakukani perbaikani atasi kesalahani dani penyelewengani untuki memastikani 

bahwai pelaksanaani pekerjaani tidaki terhambati dani tidaki terjadii pemboroni yangi 

perlu. 

2.3 Perizinan 

 

2.3.1 Pengertiani Perizinan 

 

Menuruti istilahi hukum,i perizinani merujuki padai pemberiani legalitasi kepadai 

individui ataui pelakui usahai untuki kegiatani tertentu,i baiki dalami bentuki izini maupuni 

pendaftarani usaha.i Izini merupakani salahi satui alati utamai dalami hukumi administrasii 

yangi digunakani untuki mengaturi perilakui warga.28 

Izini suliti didefinisikan,i bahkani dalami penggunaani sehari-hari,i maknanyai 

seringi kalii dipertukarkani dengani dispensasi.i Padahal,i keduanyai memilikii artii yangi 

berbeda.i Dispensasii berartii kebolehan,i sedangkani izini padai dasarnyai adalahi 

pengecualiani darii aturani larangan.i Vani deri Poti jugai mengatakani bahwai sangati suliti 

untuki mendefinisikani pengertiani izini karenai parai ahlii memilikii pandangani yangi 

berbeda-bedai terhadapi objeki yangi didefinisikan.i Kesulitani dalami memberikani 

definisii bukani berartii tidaki adai definisii samai sekali,i sebenarnyai terdapati berbagaii 

definisii tentangi izin.29 

 

26
i Bohari.i 2004.i Pengantari Hukumi Pajak.i Jakarta:i PT.i Rajai Grafindo.i Hlm.i 9. 

27
i  Maringani  Masryi  Simbolon.i  2004.i  Dasar-Dasari  Administrasii  dani  Manajemen.i  

Jakarta:i Penerbiti Ghaliai Indonesia.i hlm.i 62. 
28Philipusi M.i Hadjon.i 1993.i Pengantari Hukumi Perizinan.i Surabaya:i Yuridika.i hlm.i 2. 
29Ibid,i hlm.i 167. 
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Izini merupakani alati pemerintahi yangi bersifati yuridisi preventif,i dani 

digunakani sebagaii instrumeni administrasii untuki mengendalikani perilakui 

masyarakat.30
i Karenai itu,i sifati suatui izini adalahi preventif,i karenai dalami instrumeni 

izin,i tidaki bisai dilepaskani dengani perintahi dani kewajibani yangi harusi ditaatii olehi 

pemegangi izin.31
i Izini adalahi pembuatani peraturani secarai umumi tidaki melarangi 

suatui perbuatani asali sajai dilaksanakani sesuaii ketentuan-ketentuani yangi berlakui 

perbuatani administrasii negarai yangi memperkenankani perbuatani tersebuti bersifati 

izin.32
i Penerapani perizinani berusahai pariwisatai diaturi dalami Undang-Undangi 

Ciptai Kerja.i Peraturani inii mengaturi hal-hali yangi berkaitani dengani perizinani 

termasuki usahai restorani dani hotel. 

Bagiri Manani menjelaskani bahwai dalami pengertiani luas,i izini adalahi 

persetujuani darii pihaki berwenangi berdasarkani undang-undangi yangi 

memungkinkani tindakani ataui perbuatani tertentui yangi umumnyai dilarang,i izini 

memerlukani keputusani resmii darii pihaki yangi berwenangi untuki menerbitkannya.i 

Perizinani adalahi pemberiani statusi legalitasi kepadai individui ataui pelakui usahai 

untuki kegiatani tertentu,i baiki dalami bentuki izini maupuni pendaftarani usaha.i Izini 

menuruti pengertiannyai dapati dibagii menjadii izini dalami artii sempiti dani izini yaitu:33 

1. Izini dalami artii luas,i merupakani bentuki persertujuani yangi memungkinkani 

tindakani ataui kegiatani yangi umumnyai dilarangi untuki dilakukani dengani 

memberikani izini untuki melakukani sesuatui yangi seharusnyai tidaki 

diperbolehkan. 

2. Izini dalami artii sempit,i merujuki padai tindakani yangi padai dasarnyai dilarang,i 

kecualii jikai adai izini khususi yangi diberikan.i Tujuani darii izini inii adalahi untuki 

menetapkani Batasani yangi jelasi dani spesifiki untuki setiapi kasus,i sehinggai 

ketentuani terkaiti izini dapati diterapkani dengani cermat. 

 

 

 

 

 

30Fathonii dani S.Tisnanta.,i “Konstruksii Maknai Izini Sebagaii Instrumeni Pengendaliani Versusi 

Kebijakani Kemudahani Investasii Dii Provinsii Lampung”,i Jurnali Hukumi Peratun,i Voli 1i (1),i 2018,i 

hlm.i 86. 
31Siahaani N.H.T.,i 2009,i Hukumi Lingkungan,i Pancurani Alam,i Jakarta,i hlm.i 239. 
32S.Fi  Marbuni  &i  M.i  Mahfud.i  MD,i  1987,i  Pokok-Pokoki  Hukumi  Administrasii  Negara. 

Yogyakarta:i Liberty.i hlm.i 85. 
33Philipusi M.i Hadjon,i Op.i Cit,i hlm.i 3. 
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Dalami konteksi hukumi modern,i izini berfungsii untuki menertibkani 

masyarakat.34
i Sebaliknya,i pelepasani ataui dispensasi,i meskipuni berbedai darii izin,i 

memilikii tujuani yangi samai yaitui memberikani pengecualiani yangi sah.i Pelepasani 

adalahi pengecualiani terhadapi larangani sebagaii aturani umum,i sementarai pemberiani 

izini berkaitani dengani situasii khususi dani peristiwai tertentu.35
i Adapuni istilahi laini 

yangi memilikii kesejajarani dengani izini yaitu:36 

1. Dispensasii adalahi pernyataani dani keputusani darii pejabati administrasii yangi 

memilikii kewenangani menyatakani bahwai ketentuani undang-undangi 

tertentui tidaki berlakui untuki kasusi yangi diajukani olehi seseorangi dalami surati 

permohonannya. 

2. Lisensii adalahi bentuki izini yangi memberikani haki kepadai seseorangi untuki 

menjalankani suatui perusahaan.i Lisensii inii digunakani untuki memberikani 

izini khususi ataui istimewai yangi memungkinkani individui untuki 

mengoperasikani suatui perusahaan. 

3. Konsesii adalahi izini yangi terkaiti dengani proyeki besari yangi melibatkani 

kepentingani umumi yangi signifikan.i Meskipuni proyeki tersebuti biasanyai 

menjadii tanggungi jawabi pemerintah,i konsesii memberikani haki kepadai 

pihaki ketiga,i yangi bukani merupakani pejabati pemerintah,i untuki 

melaksanakannya.i Konsesii dapati berbentuki kontraki ataui kombinasii antarai 

lisensii dengani pemberiani statusi khusus,i yangi mencakupi hak,i kewajiban,i 

dani syarat-syarati tertentu. 

Adapuni bentuk-bentuki perizinani yaitui sebagaii berikut:37 

 

1. Secarai Tertulis 

Bentuki  izini  tertulisi  adalahi  izini  yangi  dikeluarkani  olehi  pemerintahi  

melaluii instansii  yangi  berwenangi  sesuaii  dengani  permintaani  izin,i  

yangi  dituangkan 

 

 

 

34http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.htmli  ,i  diaksesi  padai  tanggali  21i  

Agustusi 2024. 
35Helmi,i Hukumi Perzinani Lingkungani Hidup,i Jakarta:i Sinari Grafika,i 2012,i hlm.i 78. 
36Ridwani  HR.i  2006.i  Hukumi Administrasii  Negara,i  Jakarta:i  PTi  Rajai  Grafindoi  Persada,i  hlm. 

196-i 197. 
37Ridwan,i HR,i Opi Cit.i hlmi 150. 

http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html
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dalami dokumeni resmii dani ditandatanganii olehi pejabati yangi berwenangi dii 

instansii tersebut. 

2. Secarai Lisan 

Bentuki izini lisani biasanyai diberikani dalami konteksi penyampaiani pendapati dii 

depani umum.i Izini lisani umumnyai digunakani olehi organisasii untuki 

melaksanakani aktivitasnyai dani melaporkani kegiatani tersebuti kepadai instansii 

berwenang.i Izini lisani inii berfungsii sebagaii bentuki pelaporan,i bukani sebagaii 

izini resmi. 

2.3.2 Perizinani Berusaha 

 

Berdasarkani Pasali 1i ayati (4)i Undang-Undangi Ciptai Kerjai menyatakani 

bahwai Perizinani Berusahai adalahi legalitasi yangi diberikani kepadai Pelakui Usahai 

untuki memulaii dani menjalankani usahai dan/i ataui kegiatannya.i Dalami upayai 

meningkatkani investasii dani perekonomiani Indonesia,i terdapati kegiatani usahai yangi 

diaturi olehi pemerintah,i termasuki dii dalamnyai perizinani berusahai berbasisi risiko.i 

Berdasarkani penilaiani tingkati bahaya,i tingkati risikoi dani peringkati skalai usahai 

kegiatani usahai ditetapkani menjadi: 

1. Kegiatani usahai berisikoi rendah; 

2. Kegiatani usahai berisikoi menengah;i dan 

3. Kegiatani usahai berisikoi tinggi. 

Berdasarkani Peraturani Pemerintahi Nomori 5i Tahuni 2021i tentangi 

Penyelenggaraani Berusahai Berbasisi Risiko,i tingkati risikoi perizinani berusahai 

terbagii menjadii empati kategorii yakni: 

1. Perizinani berusahai untuki kegiatani usahai dengani tingkati risikoi rendahi berupai 

NIBi  yangi  merupakani  identitasi  Pelakui  Usahai  sekaligusi  legalitasi  

untuki melaksanakani kegiatani usaha.i NIBi untuki kegiatani usahai dengani tingkati 

Risikoi rendahi yangi dilakukani olehi UMK,i berlakui jugai sebagai: 

a. Standari Nasionali Indonesiai (SNI)i sebagaimanai dimaksudi dalami peraturani 

perundang-undangani dii bidangi standardisasii dani penilaiani kesesuaian;i 

dan/atau 

b. Pernyataani jaminani halali sebagaimanai dimaksudi dalami peraturani 

perundang-undangani dii bidangi jaminani produki halal. 
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2. Perizinani berusahai untuki kegiatani usahai dengani tingkati risikoi menengahi 

rendahi berupai NIBi dani Sertifikati Standar.i Sertifikati Standari merupakani 

legalitasi untuki melaksanakani kegiatani usahai dalami bentuki pernyataani pelakui 

usahai untuki memenuhii standari usahai dalami rangkai melakukani kegiatani usahai 

yangi diberikani melaluii sistemi OSS-RBA.i Perizinani Berusahai menjadii dasari 

bagii pelakui usahai untuki melakukani persiapan,i operasional,i dan/ataui komersiali 

kegiatani usaha.i Standari pelaksanaani kegiatani usahai wajibi dipenuhii olehi 

pelakui usahai padai saati melaksanakani kegiatani usaha. 

3. Perizinani berusahai untuki kegiatani usahai dengani tingkati risikoi menengahi 

tinggii berupai NIBi dani Sertifikati Standar.i Sertifikati Standari yangi dimaksudi 

adalahi Sertifikati Standari pelaksanaani kegiatani usahai yangi diterbitkani 

Pemerintahi Pusati ataui Pemerintahi Daerahi sesuaii kewenangani masing-i masingi 

berdasarkani hasili verifikasii pemenuhani standari pelaksanaani kegiatani usahai 

olehi pelakui usaha.i Setelahi memperolehi NIB,i pelakui usahai membuati 

pernyataani melaluii sistemi OSS-RBAi untuki memenuhii standari pelaksanaani 

kegiatani usahai dalami rangkai melakukani kegiatani usahai dani kesanggupani 

untuki dilakukani verifikasii olehi Pemerintahi Pusati ataui Pemerintahi Daerahi 

sesuaii kewenangani masing-masing.i Lembagai OSS-RBAi menerbitkani 

Sertifikati Standari yangi belumi terverifikasii dani Sertifikati Standari yangi belumi 

terverifikasii menjadii dasari bagii pelakui usahai untuki melakukani persiapani 

kegiatani usaha.i NIBi dani Sertifikati Standari yangi telahi terverifikasii merupakani 

perizinani berusahai bagii Pelakui Usahai untuki melakukani kegiatani operasionali 

dan/ataui komersiali kegiatani usaha. 

4. Perizinani Berusahai untuki kegiatani usahai dengani tingkati risikoi tinggii berupai 

NIBi dani Izin.i Izini yangi dimaksudi merupakani persetujuani Pemerintahi Pusati 

ataui Pemerintahi Daerahi untuki pelaksanaani kegiatani usahai yangi wajibi dipenuhii 

olehi pelakui usahai sebelumi melaksanakani kegiatani usahanya.i Sebelumi 

memperolehi izin,i pelakui usahai dapati menggunakani NIBi untuki persiapani 

kegiatani usaha.i NIBi yangi dimaksudi merupakani perizinani berusahai bagii pelakui 

usahai untuki melakukani kegiatani operasionali dan/ataui komersiali kegiatani 

usaha.i Dalami hali kegiatani usahai dengani tingkati risikoi tinggii memerlukani 

pemenuhani  standari  usahai  dan/ataui  standari  produk,i  Pemerintahi  Pusati  

atau 
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Pemerintahi Daerahi sesuaii kewenangani masing-masingi menerbitkani Sertifikati 

Standari usahai dani Sertifikati Standari produki berdasarkani hasili verifikasii 

pemenuhani standar. 

2.3.3 Fungsii dani Tujuani Perizinan 

 

Secarai umum,i tujuani dani fungsii perizinani adalahi untuki mengontroli 

aktivitasi yangi dilakukani olehi pemerintahi sesuaii dengani pedomani yangi harusi 

dipatuhii olehi pihak-pihaki yangi berkepentingani maupuni pejabati yangi memilikii 

kewenangan.i Izini berfungsii selakui ujungi tombaki instrumeni hukumi sebagaii 

pengarah,i perekayasa,i dani perancangi masyarakati adili dani makmur.i Mengenaii 

tujuani perizinani secarai umumi adalahi sebagaii berikuti : 

1. Keinginani mengarahkani aktivitas-aktivitasi terentui misalnyai izini bangunan. 

2. Izini mencegahi bahayai bagii lingkungani (izin-izini lingkungan). 

3. Keinginani melindungii objek-objeki tertentui (izini terbang,izini membongkari 

padai monument-monumen) 

4. Izini hendaki membagii benda-bendai yangi sedikiti (izini penghunii dii daerahi 

padati penduduk). 

5. Izini memberikani pengarahani dengani menyeleksii orang-orangi dani aktivitas-i 

aktivitasi (izini berdasarkani “dranki eni horecawet”i artinyai pengurusi harusi 

memenuhii syarat-syarati tertentu).38 

Sistemi perizinani munculi karenai tugasi mengaturi pemerintah,i karenai 

perizinani akani dibuati dalami bentuki peraturani yangi harusi dipatuhii masyarakati yangi 

berisii larangani dani perintah.i Sebagaii suatui instrumen,i izini berfungsii sebagaii 

pengarah,i ataui untuki mengemudikani tingkahi lakui warga.i Perizinani jugai 

dimaksudkani untuki mengadakani pembinaan,i pengaturan,i pengendaliani dani 

pengawasan.i Izini dikeluarkani olehi penguasai sebagaii instrumeni untuki 

mempengaruhii hubungani dengani parai wargai agari maui mengikutii carai yangi 

dianjurkannyai gunai mencapaii tujuani yangi konkrit.39 

 

 

38Fathonii dani S.Tisnanta.,i Op.Citi ,i hlm.86. 
39Ibid,i hlm.i 87. 
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2.3.4 Unsur-Unsuri Perizinan 

 

Izini merupakani tindakani ataui perbuatani pemerintahi yangi bersegii satui untuki 

diterapkani adai peristiwai konkreti menuruti proseduri dani persyaratani tertentui ataui 

khusus.i Adanyai persyaratani tersebuti dapati diperolehi unsur-unsuri perizinani yaitu:40 

a. Instrumenti yuridis 

Dalami melaksanakani kewenangani ini,i pemerintahi memilikii wewenangi dalami 

bidangi pengaturani yangi menghasilkani berbagaii instrumeni hukumi untuki 

menanganii kasusi individuali dani konkret,i termasuki ketetapani (beschikking).i 

Salahi satui bentuki ketetapani tersebuti adalahi izin.i Izini adalahi ketetapani 

konstitutif,i yaitui yangi menciptakani haki barui yangi sebelumnyai tidaki dimilikii 

olehi pihaki yangi terterai dalami ketetapani tersebut.i Dengani katai lain,i izini 

merupakani alati hukumi konstitutifi yangi digunakani pemerintahi untuki mengaturi 

ataui menanganii situasii konkret. 

b. Peraturani perundang-undangan 

Sebagaii negarai hukum,i salahi satui prinsipi dasari adalahi pemerintahani yangi 

berlandaskani padai peraturani perundang-undangan.i Inii berartii setiapi tindakani 

hukumi pemerintahi dalami melaksanakani fungsii pengaturani dani pelayanani 

harusi didasarkani padai wewenangi yangi diberikani olehi peraturani perundang-i 

undangani tersebut.i Untuki melaksanakani dani menegakkani hukumi positif,i 

diperlukani wewenang,i yangi kemudiani dapati menghasilkani instrumeni hukumi 

berupai ketetapan,i namuni pemerintahi harusi memastikani bahwai setiapi izini yangi 

diterbitkani berlandaskani padai wewenangi yangi diaturi olehi peraturani 

perundang-undangani yangi berlaku. 

c. Organi Pemerintah 

Organi pemerintahi adalahi entitasi yangi melaksanakani urusani pemerintahani baiki 

dii tingkati pusati maupuni daerah.i Inii menunjukkani adanyai berbagaii jenisi 

administrasii negara,i termasuki instansii pemberii izin,i yangi beroperasii 

berdasarkani jabatani yangi merekai pegang,i baiki dii tingkati pusati maupuni daerah. 

d. Peristiwai Konkret 

Peristiwai konkreti merujuki padai kejadiani yangi terjadii padai waktu,i orang,i 

tempat,i dani faktai hukumi tertentu.i Karenai peristiwai konkreti bisai sangati 

bervariasii  sesuaii  dengani  perkembangani  masyarakati  yangi  berbeda,i  izini  

pun 

 

40Ridwani HR,i Op.i Cit.,i hlm.i 161-166. 
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bervariasii dalami jenisi dani bentuknya.i Keragamani jenisi izini inii dibuati melaluii 

prosesi yangi prosedurnyai berbeda-beda,i tergantungi padai kewenangani pemberii 

izin,i jenisi izini yangi dikeluarkan,i dani strukturi organisasii instansii yangi 

menerbitkannya. 

 

2.4 Sektori Pariwisata 

 

2.4.1 Pengertiani Sektori Pariwisata 

 

Pariwisatai ataui tourismi munculi padai abadi ke-18i setelahi revolusii industri.i 

Pariwisatai  merujuki  padai  perjalanani  yangi  dilakukani  untuki  mencarii  

kesenangani sementara,i  yangi  dapati  berasali  darii  keindahani  alam,i  

keunikani  budaya,i  sertai makanani dani minuman.i Dalami Pasali 1i Undang-

Undangi Nomori 10i Tahuni 2009i  tentangi  Kepariwisataan,i  dijelaskani  secarai  

rincii  bahwai  pariwisatai  mencakupi berbagaii kegiatani wisatai yangi didukungi 

olehi berbagaii fasilitasi dani layanani yangi disediakani olehi masyarakat,i pengusaha,i 

sertai pemerintahi dani pemerintahi daerah.41
i Menuruti  Hermani  V.i  Schulard,i  

pariwisatai  melibatkani  berbagaii  kegiatan 

yangi secarai langsungi berhubungani dengani ekonomi,i terutamai terkaiti dengani 

kedatangani orangi asingi melaluii jaluri transportasii kei suatui negara,i kota,i ataui daerahi 

tertentu.i Sementarai itu,i Roberti McInoshi mendefinisikani pariwisatai sebagaii 

kombinasii interaksii antarai pemerintahi sebagaii tuani rumah,i sektori bisnis,i dani parai 

wisatawan. 

Adapuni sektori pariwisatai merupakani sektori bisnisi yangi berbasisi jasai yangi 

potensiali dani strategisi dalami pengembangani perekonomiani nasionali dani daerah.i 

Sektori inii umumnyai meliputii entitasi usahai sepertii restoran,i penginapan,i pelayanani 

perjalanan,i transportasi,i dani pengembangani daerahi tujuani wisata.i Berdasarkani 

Pasali 26i Undang-Undangi Ciptai Kerjai terdapati beberapai sektori dalami 

penyelenggaraani perizinani berusaha.i Usahai yangi diselenggarakani dii daerahi terdirii 

atasi sektor: 

a. Kelautani dani perikanan; 

b. Pertanian; 

 

41Muharto. 2020. Pariwisata Berkelanjutan:Kombinasi Strategi dan

 Paradigmai Pembangunani Berkelanjutan,i Yogyakartai :i PT.i Grupi Penerbitani 

CVi Budii Utama,i hlm.i 7. 
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c. Lingkungani hidupi dani kehutanan; 

d. Energii dani sumberi dayai mineral; 

e. Ketenaganukliran; 

f. Perindustrian; 

g. Perdagangan; 

h. Pekerjaani umumi dani perumahani rakyat; 

i. Transportasi; 

j. Kesehatan,i obati dani makanan; 

k. Pendidikani dani kebudayaan; 

l. Pariwisata; 

m. Keagamaan; 

n. Pos,i telekomunikasi,i penyiaran,i dani sistemi dani transaksii elektronik; 

o. Pertahanani dani keamanan;i dan 

p. Ketenagakerjaan. 

 

2.4.2 Bentuk-Bentuki Sektori Pariwsata 

 

Peranani sektori pariwisatai semakini pentingi dalami pembangunani nasionali 

maupuni regional,i khususnyai dalami bidangi ekonomii selaini untuki kemajuani 

pembangunani nasionali dani regional,i sektori pariwisatai jugai berperani dalami 

penyerapani tenagai kerja.i Berikuti beberapai bentuki sektori pariwisata:42 

1. Wisatai  Sejarah,i  yaknii  tempati  bersejarahi  sepertii  museum,i  situsi  

peninggalani sejarah,i dani bangunani bersejarahi jugai menjadii objeki wisatai 

yangi populer. 

2. Peranani  Wisatai  Kuliner,i  yaknii  tempat-tempati  makani  dani  minumi  

yangi menawarkani kulineri khasi daerahi menjadii dayai tariki bagii wisatawan. 

3. Wisatai Budaya,i contohi objeki wisatai budayai sepertii festivali budaya,i pamerani 

budaya,i dani pertunjukani budayai jugai menjadii bagiani darii sektori pariwisata. 

4. Wisatai  Minati  Khusus,i  contohi  wisatai  minati  khususi  sepertii  wisatai  

olahraga,i wisatai belanja,i dani wisatai edukatifi jugai termasuki dalami sektori 

pariwisata. 

 

 

 

42Fadila,i Hasana,i “Pengembangani Sektori Pariwisatai untuki meningkatkani Pendapatani 

Daerahi dii Indonesia”.i Journali ofi Business,i Economics,i andi Finance.i Voli 2i (1)i 2024.i hlmi 36. 
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Usahai  pariwisatai  dalami  Pasali  14i  ayati  (1)i  Undang-Undangi  Ciptai  

Kerja,i antarai lain: 

1. dayai tariki wisata; 

2. kawasani pariwisata; 

3. jasai transportasii wisata; 

4. jasai perjalanani wisata; 

5. jasai makanani dani minuman; 

6. penyediaani akomodasi; 

7. penyelenggaraani kegiatani hiburani dani rekreasi; 

8. penyelenggaraani pertemuan,i perjalanani insentif,i konferensi,i dani pameran; 

9. jasai informasii pariwisata; 

10. jasai konsultani pariwisata; 

11. jasai pramuwisata; 

12. wisatai tirta;i dan 

13. spa. 

 

Dalami hali ini,i usahai pariwisatai restorani termasuki kei dalami usahai jasai 

makanani dani minuman,i Adapuni dengani usahai pariwisatai hoteli termasuki kei dalami 

usahai penyediaani akomodasi. 



 

 

 

 

BABi IIIi 

METODEi PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenisi Penelitian 

 

Pendekatani masalahi dalami prosesi pengumpulani datai padai penelitiani inii 

menggunakani pendekatani secarai yuridisi normatifi dani yuridisi empiris.i Pendekatani 

normatifi merupakani suatui pendekatani yangi dilakukani dengani carai menelaahi padai 

asas,i teorii dani konsepi sertai peraturan-peraturani terhadapi penelitiani inii untuki 

memahamii masalahi dengani kajiani ilmui hukum,i sedangkani pendekatani empirisi 

dilakukani untuki dapati mengetahuii kejelasani faktai yangi terjadii dii lapangani dani 

berkaitani dengani pelaksanaani pengawasani perizinani berusahai sektori pariwisatai dii 

kotai Bandari Lampung. 

3.2 Sumberi Data 

 

Sumberi datai yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi datai primeri dani 

datai sekunder. 

1. Datai Primeri adalahi datai yangi diperolehi langsungi darii sumbernya,i baiki melaluii 

wawancara,i observasii maupuni laporani dalami bentuki dokumeni tidaki resmii 

yangi kemudiani diolahi olehi peneliti.i Untuki mendapatkani datai informani dani 

respondeni dalami penelitiani inii yaitui : 

a. Ahlii  Mudai  Penatai  Perizinani  Dinasi  Penanamani  Modali  dani  

Pelayanani Terpadui Satui Pintui Kotai Bandari Lampung. 

b. Pelakui Usahai cafei dani resto 

c. Pelakui Usahai Hoteli  

d. Masyarakati dii sekitari lingkungani cafei  

 

2. Datai sekunder,i adalahi datai yangi diperolehi darii bahan-bahani hukum,i literatur,i 

hasili penelitian,i majalah,i artikel-artikeli dii interneti dani bahan-i bahani lainnya 
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yangi sifatnyai sepertii karyai ilmiahi berkaitani dengani masalahi yangi akani dibahasi 

dalami penelitiani ini,i yangi terdirii darii : 

a. Bahani hukumi primeri yaitui bahani hukumi yangi mempunyaii kekuatani 

hukumi mengikati sepertii peraturani perundang-undangani dani peraturan-i 

peraturani lainnya,i meliputi: 

1) Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945. 

2) Undang–Undangi Nomori 10i Tahuni 2009i tentangi Kepariwisataan 

3) Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi Pemerintahi Daerah 

4) Undang-Undangi Nomori 6i Tahuni 2023i Penetapani Peraturani 

Pemerintahi Penggantii Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022i tentangi 

Ciptai Kerjai menjadii Undang-Undang 

5) Peraturani Pemerintahi Nomori 5i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraani 

Perizinani Berusahai Berbasisi Risiko 

6) Peraturani Pemerintahi Nomori 6i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraani 

Perizinani Berusahai dii Daerah 

7) Peraturani Menterii Dalami Negerii Nomori 25i Tahuni 2021i tentangi Dinasi 

Penanamani Modali dani Pelayanani Terpadui Satui Pintu 

8) Peraturani Badani Koordinasii Penanamani Modali Nomori 4i Tahuni 2021i 

tentangi Pedomani dani Tatai Carai Pelayanani Perizinani Berusahai Berbasisi 

Risikoi dani Fasilitasi Penanamani Modal 

9) Peraturani Badani Koordinasii Penanamani Modali Nomori 5i Tahuni 2021i 

tentangi Pedomani dani Tatai Carai Pengawasani Perizinani Berusahai 

Berbasisi Risiko 

10) Peraturani Daerahi Kotai Bandari Lampungi Nomori 2i Tahuni 2022i tentangi 

Salinani Perubahani Atasi Peraturani Daerahi Kotai Bandari Lampungi 

Nomori 07i Tahuni 2016i tentangi Pembentukani dani Susunani Perangkati 

Daerah 

11) Peraturani Daerahi Nomori 8i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraani 

Perizinani Berusahai dii Daerah 

12) Peraturani Walikotai Bandari Lampungi Nomori 3i Tahuni 2022i tentangi 

Pedomani Tatai Kerjai Timi Teknisi dani Timi Pengawasani Perizinani 

Berusahai Berbasisi Risikoi dii Kotai Bandari Lampung 
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b. Bahani hukumi sekunderi yaitui bahan-bahani yangi erati kaitannyai dengani 

bahani hukumi primeri dani dapati membantui dalami menganalisisi sertai 

memahamii bahani hukumi primeri sepertii literaturi dani norma-normai hukumi 

yangi berhubungani dengani masalahi yangi dibahasi dalami penelitiani ini. 

c. Bahani hukumi tersieri yaitui bahan-bahani laini yangi bergunai untuki 

memberikani petunjuki ataui penjelasani terhadapi bahani hukumi primeri dani 

bahani hukumi sekunder. 

 

3.3 Proseduri Pengumpulani Datai dani Pengolahani Data 

 

3.3.1 Pengumpulani Data 

Proseduri Pengumpulani Datai adalahi proseduri yangi sistematisi dani standari 

untuki memperolehi datai yangi adai hubungannyai dengani metodei pengumpulani datai 

dengani masalahi yangi dipecahkan.i Untuki melengkapii datai gunai pengujiani 

penelitiani ini,i digunakani proseduri pengumpulani datai yangi terdirii darii : 

1. Pengumpulani Datai Sekunder 

Pengumpulani datai sekunderi dilakukani dengani carai mengadakani studii 

kepustakaani (Libraryi research),i studii komperatif,i dani studii dokumen.i Studii 

inii dimaksudkani untuki memperolehi arahi pemikirani dani tujuani penelitiani yangi 

dilakukani dengani carai membaca,i mempelajari,i mengutipi dani menelaahi 

literatur-literaturi yangi menunjang,i peraturani perundang-i undangani sertai 

bahan-bahani bacaani ilmiahi lainnyai yangi mempunyaii hubungani dengani 

permasalahani yangi akani dibahas. 

 

2. Pengumpulani Datai Primer 

Datai primeri diperolehi melaluii studii lapangani (fieldi research)i dengani 2i (dua)i 

carai yaitui : 

a. Pengamatani (Observation) 

Observasii  adalahi  pengumpulani  datai  secarai  langsungi  terhadapi  

objeki  penelitian. 
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b. Wawancarai (Interview) 

Pengumpulani datai dengani carai melakukani wawancarai secarai langsungi 

dengani alati bantui daftari pertanyaani yangi bersifati terbukai sebagaii 

pedomani dani dapati berkembangi padai saati penelitiani berlangsung. 

 

3.3.2 Tekniki Pengolahani Data 

Setelahi melakukani pengumpulani data,i selanjutnyai dilakukani pengolahani 

datai sehinggai datai yangi diperolehi dapati mempermudahkani permasalahani yangi 

diteliti,i adapuni datai yangi terkumpuli diolahi melaluii pengolahani datai dengani tahap-i 

tahapi sebagaii berikuti : 

 

1. Pemeriksaani data/editing,i yaitui mengoreksii datai yangi diperolehi dilihati darii 

kelengkapan,i kejelasani dani kebenarannyai atasi jawabani datai sertai kesesuaiani 

ataui relevansii jawabani yangi diterimai dengani pokoki bahasani yangi akani dikaji. 

2. Klasifikasii data/classification,i yaitui datai yangi telahi dikoreksii selanjutnyai 

diklasifikasikani secarai teratur,i berurutani dani logisi sehinggai mudahi dipahamii 

dani diinterpretasikan. 

3. Sistematisi data/systematizing,i yaitui menempatkani datai menuruti kerangkai 

sistematikai bahasani berdasarkani urutani masalah. 

 

3.4 Analisisi Data 

 

Analisisi datai dilakukani dengani tujuani untuki menyederhanakani datai kei dalami 

bentuki yangi lebihi sederhanai sehinggai memudahkani untuki dibacai dani 

mempresentasikannya.i Analisisi datai dalami penelitiani inii menggunakani analisisi 

deskriptifi kualitatif,i yaitui analisisi yangi diwujudkani dengani carai menggambarkani 

kenyataan-kenyataani ataui keadaan-keadaani atasi suatui objeki dalami bentuki kalimati 

berdasarkani keterangani pihak-pihaki yangi berhubungani langsungi dengani 

penelitian. 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang 

telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dalam penerbitan perizinan telah banyak perubahan hingga pada 

akhirnya menggunakan website OSS-RBA namun terdapat kekurangan dalam 

penggunaan website tersebut yaitu sering terjadi gangguan pada situs website 

OSS-RBA, keterbatasannya pengetahuan pelaku usaha untuk 

mengidentifikasi klasifikasi yang sesuai dengan Buku Lapangan Usaha 

Indonesia (KBLI) secara akurat dan kewenangan pemerintah daerah dalam 

penerbitan perizinan yang rumit. Terdapat juga kekurangan dalam penyusunan 

peraturan kepala dinas tentang standar pelayanan dalam perizinan berusaha 

berbasis risiko yang tidak mencantumkan sektor pariwisata akan tetapi dalam 

peraturan tersebut di dalammnya menjelaskan tentang sektor pariwisata. 

2. Pengawasan terhadap pelanggaran izin usaha khususnya yang bergerak di 

sektor pariwisata dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bandar Lampung. 

Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan anggaran pengawasan 

pelaksanaan pengawasan hingga dilakukannya tindak lanjut hasil pengawasan 

namun terdapat kekurangan dalam pengawasan yang melibatkan masyarakat 

yaitu kurang responsifnya terhadap pengaduan oleh masyarakat. 

3. Implikasi hukum tindak lanjut hasil pengawasan yang didapatkan kepada 

pelaku usaha yang belum mempunyai izin dalam kegiatan usahanya diberikan 

teguran secara lisan, namun untuk kegiatan usaha yang sudah memiliki izin 

diberikan rekomendasi berupa pembinaan, perbaikan dan penerapan sanksi 

yang dapat berupa pemberhentian sementara dan belum ada dilakukannya 

pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, dapat diajukan saran sebagai berikut: 

 

1. Sebaiknya pemerintah meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi yang 

mendukung website OSS-RBA untuk meningkatkan kemudahan pelaku usaha 

dalam melakukan permohonan perizinan dan pemerintah terus melanjutkan 

pemberian penyuluhan atau sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha 

terkait penggunaan KBLI dalam proses perizinan. 

2. Sebaiknya perlu ada penyelarasan kembali dalam Keputusan Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai standar 

pelayanan DPMPTSP dalam membagikan beberapa sektor yang menjadi 

kewenangan DPMPTSP. Dalam hal kewenangan pemerintah daerah, sebaiknya 

ada harmonisasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan 

daerah terkait kewenangan penerbitan perizinan. Selain itu, pemangkasan 

birokrasi yang tidak perlu bisa mengurangi kompleksitas dan mempermudah 

pelaku usaha. 

3. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

melakukan pengawasan secara optimal serta dilakukannya penindakan secara 

merata dan menyeluruh kepada semua bentuk pelanggaran perizinan berusaha 

sektor pariwisata khususnya restoran dan hotel berisiko rendah dan menengah 

rendah yang dilakukan oleh pelaku usaha dan harus tegas dalam pemberian 

sanksi ketika terjadinya pelanggaran dalam pelaku usaha yang sudah diberikan 

teguran namun tidak diperbaiki. 

4. Sebaiknya bagi pelaku usaha sebaiknya memiliki izin dalam melakukan 

kegiatan usaha dan untuk pelaku usaha yang sudah memiliki izin harus menaati 

peraturan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai izinnya serta apabila 

diberikan tindakan dalam pengawasan seperti teguran diharapkan melakukan 

perbaikan sesuai permasalahan. 
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